
 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Sanksi Pidana 

Hacker Milik PT Telkomsel Dalam UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik (ITE) (Studi Putusan Nomor : 133 / Pid.B / 2012 / 

PN.Pwk)”,  adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan: 1. 
bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan negeri purwokerto terhadap 

putusan nomor: 133/pid.b/2012/pn.pwk tentang sanksi pidana dalam uu no 11 
tahun 2008 tentang ite milik pt telkomsel? 2. bagaimana analisis fiqh jinayah 
pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto terhadap putusan nomor: 

133/pid.b/2012/pn.pwk tentang sanksi pidana hacker milik pt telkomsel?. 

Data penelitian dihimpun melalui pencarian dan pengumpulan data melalui 
perpustakaan (library research) yang dianalisis dengan menggunakan metode 

normatif. Dalam hal ini penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tentang 

sanksi pidana Hacker. Pola pikir yang digunakan adalah deduktif. Dalam 
kaitannya dengan penelitian normatif disini digunakan pendekatan, yaitu 
pendekatan perundang-undangan. 

 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sanksi pidana dalam Pasal 51 ayat 

(2) jo pasal 36 jo pasal 30 ayat (1) (2) (3) jo pasal 32 ayat (2) jo pasal 34 ayat (1)b 
uu no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik jo pasal 55 ayat 
(1) ke-1 kuhp karena mengandung unsur hacking. Bentuk hukumannya adalah 

pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam fiqh jinayah, hukuman yang 
termasuk dalam jarimah ini adalah jarimah ta’zir yaitu hukuman yang berkaitan 

dengan kemerdekaan al-habsu (penjara). 

 Dari kajian di atas penulis merekomendasikan agar undang-undang 

informasi dan transaksi elektronik ditegakkan dengan tepat. Para penegak hukum 
harus menerapkan hukuman sesuai dengan peraturan dalam undang-undang. 

Kurangnya pemahaman pengadilan dalam memahami persoalan hacking 
mengakibatkan putusan-putusan yang dihasilkan menjadi tidak tegas dalam 
menindak pelaku hacker. Sehingga terdapat banyak putusan yang penjatuhan 

pidananya tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.  

 

 

 

 

 


